PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEP AL A DAERAH TINGKAT 1§ MOJOKERTO

Henimbang .3+ a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam
Negerl Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-
Jenis Retribusi Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat I, maka
Retribusi Pasar merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat [l ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, maka
dipandang periu mengatur ketentuan.Retribusi Pasar dimaksud
dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa
Tengah/ Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1940 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037} ;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 198l tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 198l Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara MNomor 3209) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tcntang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerzh (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

6. Peraturan Pemerintah  Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat (I Mojokerto
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3242) ;

7. Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara Tahun 1983 Nemor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258) ;
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Peraturan- - Pemerintah  Nomor 20  Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

. Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1985 tentang Ketentban

Umum Mengenai Penyidik Pegawal Negeri Sipil Di Lingkungan
pemetintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyldik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah .

Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Jahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dzerah ;

Keputuséri Menteri Datam Negeri Nb,}nor 174 Tahuii 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemuhgutar Retribusi Daerah ;
Kepumsa‘P Mentéri Dalam Negerl Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksadh di Bidang Retribusi Daera ;

T L ,'. | I H \ . I

Keputusdn Menterl Datam Negeri lJomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan  Jenis-jehis Retribusi Daerah
Tingkat 1 déh Daerah Tingkat Il.

bem ‘_h:ersetujuan Dewarl berwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingiat
Mojokerto.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMALIYA DAERAH TINGKAT Il MOJOKERTO
TENTANG RETRIBUSI PASAR

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Datam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kotamadya Daerzh Tingkat il Majokerto ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat il Mojokerto ;

¢. Kepala Daerah adalzh walikotamadya Kepata Daerah
Tingkat 1l Mojokerto ;

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan Daerah yang ber-laku ;

e. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan
terdiri atas hataman/ petataran, bangunan berbentuk los dan
atau  kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh
Pemerintah ;

f. Los adalah bangunan beratap dan bercentuk bangunan
memanjang tanpa dilengkapi dinding di datam tingkungan
pasar ;
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Kios adalah bangunan beratap dan dipisahkan satu dengan
yang lairnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai
sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha
berjualan di pasar ;

Retribusi  Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
dizediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

Retribusi  Pasar yang selanjutnya dapat  disebut
retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar
tradisional/ sederhana yang berupa halaman/ pelataran, los
dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan
khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang
dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar ;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang
menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;

Masa Retribusi adalah  jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Waijib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar ;

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya
dapat disingkat SPDORD adalzh surat yang digunakan oleh
Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan wajib
Retribusi sebagai dasar petghitungan dan pembayaran
retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Daerah ;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat

disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan
besarmya jumtah retribusi yang terutang;

Surat  Ketetapan Retribusi [Caerah  Xurang Bayar
Tambahan, yang selanjutrrya dapat disingkat SKRDKBT,
adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang telah ditetapkar. ;

Surat  Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi
yang terutang atau tidak seharusrya terutang ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang seianjutnya dapat
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda ;

Surat Keputusan Keberatan  adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Retribusi ;

Badan adatah suatu bentuk badan uszha yang meliputd
perseroan terbatas, perseroan komanditer, persercan
tainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama
dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya ;
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s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencar,
mengumpulkan, dan mengotah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan
Parundang-undangan Retribusi Daerah ;

t. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumputkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah vyeng terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB il
NAMA, CBYEK DAN SUBYEK RETRIBLS!

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan
penyediaan fasilitas pasar tradisionat/ sederhana yang berupa
halaman/ pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas
pasar tradisional/sederhanan berupa halaman/pelataran,
los dan atau kios yang dan khusus oisediakan untuk

pedagang ;

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah  pelayanan
penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola
aleh pihak swasta maupun Perusahaan vaerah.

e Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan vyang
menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
BAB I}
GOLONGAN RETRIBUSI

y Pasal 5
Retribusi Pasar digolongkan sebagail Retribusi Jasa Umum.
BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat
dan kelas pasar yang digunakan.
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BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!

Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besamya tarlf retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya
penyelerggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar

dengan mempertimbangkan ke-mampuan masyarakat, dan
aspek keadilan ;

Blaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan
pemeliharaan.

BAB V!

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal B

Struktur dan  besamya tarif retribusi digolongkan
berdasarkan jenis fasilitas yang terdini atas halaman/
Pelataran, los dan atau kics, dan jangka waktu pemakaian ;

'.o_kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

untuk menentukan kelas pasar ;

{3) Kelas pasar
ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

{4) Struktur dan besamya tarif retribusi ditctnpknn schagai

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (2)

Tidak terjuat

berikut
Lokasi Janis Bangunan/Tarnak Tarif
Pacar Kelas | a. Pelataran Rp. 90,00/M%/hari
b. Los Rp. 110,00/M /hari
c. Kios Rp. 120,00/M 2 /harl
d. Toko Rp. 120,00/M /hari
Pasar Kolas 1! a. Palataran Rp. 70,00/M/hari
b. Los Rp. 105,00/M ° fhari
c. Kios Rp. 115,00/M */hari
Pasar Kelas il 8. Polataran Rp. 65,00/m2/hari
b. Los Rp. 100,00/m2/hari
c. Kios Rp. 110,00/m2/hari
:T:asar Kolas 1/ 11/ | Kamar Mandi /WC Rp. 200,00/ orang
Pasar Hawan a. Sapi, Kerbau
| tarjual Rp. 2.000,00/akor
| tidak tarjual Rp. 1.500,00/ekor
I‘ h. Kambing
Torjual Rp. 1.000,00/ckor

Rp.  500,00/eker




BAB Wil
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi yang terutang di wilayah Daerah tempat penyediaan
pelayanan fasilitas pasar diberikan.
BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUS! TERUTANG

Pasal 10
Masa retribusi ada'ah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah,

Pasal 11
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;
(2) SpdORD sebagaimama dimaksud pada ayat (1) harus diisi

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
Wajib Retribusi atay kuasanya ;

{3) Bentuk, isi serta tata cara nengisian dan penyampaian SPAORD
sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang
dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersama-
kan ;

{1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data
baru dan atau data yand semula belum terungkap yang
menyebablan penambahan jumlah retribusi terutang, maka
dikelyarkan SKRDKBT ;

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Kepala Daerah ;

8AB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
| Pasal 14
{1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborangkan ;




(2} Retribusl  dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, darr SKRDKBT.
BAB XH
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dar retribusi yang terutang atau kurang
dibayar dan ditagit dengan menggunakan STRD.

BAB XIH
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;

(2) Retribusi yang terutdng dilunasi selambat-lambatrya 15 (lima
belas) hari sejak diterbitkahnya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan STRO ,

(3) Tatz cara pembayaran, penyetoran, fempat pembayaran
retribusi diatur dengan Keputusan Xepala Daerah.

BAB X1V
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan
yeng menyebabkan jumiah retribusi yang harus dibayar
bertambah, yang tidak atan kurang dibayar oleh Wajib Retribusi
dapat ditagih metalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
(BUPLN) ;

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jetas ;

(3) Dalam hal Wajib Retiibusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak-
benaran ketetapan retribusi tersebut ;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila
Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
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kebcratiri yang Hdak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;

P'engajdah keberatad  tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi ;

basal 19

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejik tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan ;

Keputusan Kepala Daerah atas kebe't'qtan dapat berupa
menerima selliruhnya atau sebagian, menolak, atau menamban
bésamya retribusl yang terutang ;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Kepala Daerah tidek memberikan suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dranggap
dikabutkan.

BAB XYI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat
me-ngejukan permohonan pengembatian kepada Kepala Daerah ;

Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 paling tama (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan kelebihan perabayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan ;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimalisud pada ayat (2)
telah ditampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu
keputusan, permchonan pengembalian kelebinan  retribusi
dianggan dikabutkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib  Retribusi mempunyai utang retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran retribust sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk m=lunasi teriebih
dahulu utang retribusi tersebut ;

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 {dua} bulan sejak diterbitkannya SKROLB ;

Apabila pengembalian kelebihan  pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan, Kepala
Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2¥ (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi ;

Pasal 2%

Permohonan pengembalian  kelebihan pembayaran retrbusi
diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-
kurangrya menyebutkan

2. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
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b. masa retribusi ;
¢. hesarnya kelebihan pembayaran ;
d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan  pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
disampaikan secara tangsung atau melaluf pos tercatat ;

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman
pos tercatat merupukan bukti saat permohonan diterima oleh
Kepata Daerah.

Pasal 27
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbit-

kan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi :

Apabita  kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan
dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuzn juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XViI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

Kepala Daerah memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi ;

Pengurangan, keringanan dan  pembebasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi ;

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Kepala Daerah,
8AB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila
a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik
langsiing maupun tidak langsung.
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BAB XIX
KETEMTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga
merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling
lama & (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) Kali
jurmnlzh retrihusi vang terutang ;

Tindak pidana vane imakeud nada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAR XX

PENYIDIKAN
Pasal 26

pejabat Pegawai MNegeri Sipil tertentu di tingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan
Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 2 Tahun 198l tentang Hukum Acara
Pidana ;

(2) Wewenang  Penyidik  sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah :

2. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelit] keterang-
an atau taporan berkenaan dengan tindak pidana @i bidang
Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah ;

4. memeriksa  buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahti dalam  rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedzng berlangsuny dan memeriksa identitas orang atau
dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. themotret -eseorang yang berkajtan dengan tindak pidana
Ratribusi Daerah |
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i, memanggil orang untuk didengar keterangannya der
diperiksa sebagal tersangka atau sakst ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tndakan lain yang periu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulaimya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesual dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 198l tentang Hukum Acara
Pigana.

CABR XXI
KETEMTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto Nomor 8 Tahun 198l tanggai
29 Juli 1981 tentang Penggunaan Halaman dan Bangunan dalam Pasar
yang Dikuasai oleh pPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat |l
Mojokerto serta Feraturan Daerah perybahannya, terakhir diubah
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerts
Nomor 13 Tahun 1994 tanggal 7 Nopember 1994 dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi.

pPasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daeran Tingkat |l Mojokerto Propinsi
Jawa Timur.

Ditetapkan di Mo joker to

pada tanggal 20 Mei 1999
SEWAN PERWAKILAM RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADY A KZPALA DAERAH TINGKAT il
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I MO KN ERTO
MO JOKERTO
KETUA,
Cap. ttd Cap. ttd

SUHARTO SUMARYO, 5.E TEGCGEH SO JIONO, 5.H



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat !l Mojokerto Tahun
1999 Seri B pada tanggal 28 Desember 1999 Nomor 2/B.

An WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT il
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah
Cap. ttd
SUTARNO, S.H.

Pembina Tingkat |
HIP. 010072183

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MO JOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUS| PASAR

. PENJELASAN UMUM

hwa sebagal tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentangB;ajak Daeargh dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 T{'at;:jiz
1997 Pasal 2 ayat {2) huruf f teatang Retribusi Pasar, maka dalam _rangil:a edan
memantapkan Otonomi Daerah, pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan
pembangunan Daerah vang bersumber dan Pendapatan Asli Daerah, khususny% 3;&;%
berasal dari Retribusi Daerah, periu ditetapkan Retribusi Pasar di Kotamadya Dz
Tingkat I} Mojokerto dengan suatu Peraturan Daerah.

. PEMJELASAN PASAL DEM PASAL

Pasal f sampai dengan 29 . cukup jelas



